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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana terjadinya tindak 
pidana pembalakan liar yang apabila dilakukan 
oleh korporasi dapat dikenakan sanksi pidana 
dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap korporasi apabila melakukan tindak 
pidana pembalakan liar menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Terjadinya tindak pidana pembalakan liar oleh 
korporasi dan/atau pengurusnya meliputi 
semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu 
secara tidak sah dan dilakukan secara 
terorganisasi dapat digolongkan sebagai tindak 
pidana perusakan hutan. Kejahatan seperti 
pembalakan liar yang apabila dilakukan oleh 
korporasi dan/atau pengurusnya dapat 
menimbulkan kerugian negara dan kerusakan 
tatanan kehidupan sosial budaya dan 
lingkungan hidup. 2. Pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya yang telah terbukti melakukan 
tindak pidana pembalakan liar, baik pidana 
penjara maupun pidana denda sebagaimana 
daitur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan perlu dilakukan secara tegas, 
karena penghukuman tersebut merupakan 
bagian dari penegakan hukum pidana yang 
bertujuan memberikan efek jera bagi korporasi 
dan/atau pengurusnya.  
Kata kunci: Sanksi Pidana, Korporasi, 
Pembalakan Liar.  

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Upaya menangani perusakan hutan 
sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi 
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belum berjalan secara efektif dan belum 
menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara 
lain disebabkan oleh peraturan perundang-
undangan yang ada belum secara tegas 
mengatur tindak pidana perusakan hutan yang 
dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, 
diperlukan payung hukum dalam bentuk 
undang-undang agar perusakan hutan 
terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan 
efisien serta pemberian efek jera kepada 
pelakunya.3  

Aktivitas korporasi dan/atau pengurusnya 
dalam pemanfaatan hasil hutan tentunya 
memerlukan pengawasan oleh pemerintah agar 
kegiatan korporasi  dilaksanakan secara teratur 
dan terkendali sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku guna 
mencegah terjadinya perusakan hutan. 
Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi 
perkembangan suatu negara, terutama di 
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak 
jarang menciptakan dampak negatif dari 
aktivitas seperti pencemaran lingkungan, 
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh 
dan penipuan. Oleh karenanya dampak 
tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai 
pengatur dan pengayom masyarakat harus 
memberikan perhatian dan pengaturan 
terhadap aktivitas korporasi tersebut.4 

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
korporasi yang telah terbukti melakukan 
pembalakan liar dalam pemanfaatan hasil 
hutan dapat dilihat dari dua hal: 
1. Ancaman sanksi pidana dapat mencegah 

terjadinya tindak pidana perusakan hutan 
dengan cara pembalakan liar oleh korporasi 
dan pengurusnya; 

2. Sebagai upaya penegakan hukum, 
khususnya hukum pidana untuk 
memberikan efek jera bagi korporasi dan 
pengurusnya sebagai pelaku tindak dan bagi 
korporasi lainnya agar tidak melakukan 
perbuatan yang sama. 
Hukum pidana adalah hukum yang 

mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
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yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.5 

Tindak pidana perusakan hutan melalui cara 
pembalakan liar akan melibatkan beberapa 
orang pelaku kejahatan ditunjang oleh 
peralatan yang cukup memadai, dana yang 
tersedia untuk melakukan perbuatan pidana 
serta kegiatannya dilakukan secara terencana, 
terorganisasi dan terstruktur. Oleh karena itu 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pembalakan liar memerlukan dukungan 
kerjasama antara aparatur hukum dengan 
pemerintah yang bertugas di bidang kehutanan 
serta masyarakat. 

Undang-undang ini dititikberatkan pada 
pemberantasan perusakan hutan yang 
dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan 
yang dilakukan oleh suatu kelompok yang 
terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau 
lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama 
pada suatu waktu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, tetapi tidak 
termasuk kelompok masyarakat yang 
melakukan perladangan tradisional. 
Pengecualian terhadap kegiatan perladangan 
tradisional diberikan kepada masyarakat yang 
telah hidup secara turun-temurun di dalam 
wilayah hutan tersebut dan telah melakukan 
kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi 
rotasi yang telah ditetapkan oleh 
kelompoknya.6 

Terjadinya tindak pidana pembalakan liar 
yang dapat mengakibatkan perusakan hutan 
dan tata cara pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya serta 
tujuan pemberlakuan sanksi pidana 
dihubungkan dengan upaya penegakan hukum 
dalam mencegah perusakan hutan merupakan 
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bagian penting yang akan menjadi pokok 
pembahasan dalam penulisan ini. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana 
pembalakan liar yang apabila dilakukan 
oleh korporasi dapat dikenakan sanksi 
pidana ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap korporasi apabila 
melakukan tindak pidana pembalakan 
liar menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan ? 
 

C.  Metode Penelitian 
Penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan (di samping adanya penelitian 
hukum sosiologis atau empiris yang terutama 
meneliti data primer).7 
  
PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh 

Korporasi  
Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam 

undang-undang ini meliputi proses, cara, atau 
perbuatan merusak hutan melalui kegiatan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar 
didefinisikan sebagai semua kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah 
yang terorganisasi, sedangkan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah meliputi 
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam 
kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau 
pertambangan tanpa izin Menteri.8 

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
pembalakan liar oleh korporasi menurut 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan diatur dalam Pasal 83 ayat (4) huruf  (c) 
Pasal 86 ayat (2) huruf (a) dan (b)  Pasal 87 ayat 
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(4) huruf (a) Pasal 94 ayat (2) huruf (a) (b) (c) 
dan (d) Pasal 95 ayat (3) huruf (a) (b) dan (c) 
Pasal 98 ayat (3) Pasal 99 ayat (3) Pasal 100 
ayat (2) Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 102 ayat 
(2)Pasal 103 ayat (2) sebagai berikut: 

1. Korporasi yang memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf (h).  

2. Korporasi yang mengedarkan kayu hasil 
pembalakan liar melalui darat, perairan, 
atau udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf (i); dan/atau  
menyelundupkan kayu yang berasal dari 
atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui sungai, darat, 
laut, atau udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf (j).  

3. Korporasi yang menerima, membeli, 
menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui berasal dari pembalakan 
liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf (k). 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, 
menyatakan setiap orang dilarang:  
a. melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan yang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan hutan;  

b. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang;  

c. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan secara tidak sah;  

d. memuat, membongkar, 
mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin;  

e. mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan;  

f. membawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di 
dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang;  

g. membawa alat-alat berat dan/atau 
alat-alat lainnya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang;  

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang 
diduga berasal dari hasil pembalakan 
liar;  

i. mengedarkan kayu hasil pembalakan 
liar melalui darat, perairan, atau 
udara;  

j. menyelundupkan kayu yang berasal 
dari atau masuk ke wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau udara;  

k. menerima, membeli, menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, 
dan/atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui berasal dari pembalakan 
liar;  

l. membeli, memasarkan, dan/atau 
mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara tidak 
sah; dan/atau m. menerima, menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil 
hutan kayu yang berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 

4. Korporasi yang menyuruh, 
mengorganisasi, atau menggerakkan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf (a);  

5. Korporasi melakukan permufakatan jahat 
untuk melakukan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf (c);  

6. Korporasi mendanai pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah, secara langsung atau 
tidak langsung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf (d); dan/atau 

7. Korporasi mengubah status kayu hasil 
pembalakan liar dan atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah 
atau hasil penggunaan kawasan hutan 
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yang sah untuk dijual kepada pihak 
ketiga, baik di dalam maupun di luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf (f).  

8. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dengan mengubah 
bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan 
limbahnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf (g); 

9. Korporasi menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
dan/atau menukarkan uang atau surat 
berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut 
diduga merupakan hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (h). 

10. Korporasi menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar dan/atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sehingga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf (i).  

11. Korporasi yang turut serta melakukan 
atau membantu terjadinya pembalakan 
liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf (b).  

12. Korporasi yang menggunakan dana yang 
diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf (e). 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, 
menyatakan setiap orang yang berada di 
dalam atau di luar wilayah Indonesia 
dilarang:  
a. menyuruh, mengorganisasi, atau 

menggerakkan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah;  

b. ikut serta melakukan atau membantu 
terjadinya pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah;  

c. melakukan permufakatan jahat untuk 
melakukan pembalakan liar dan/ atau 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah;  

d. mendanai pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah secara langsung atau tidak 
langsung;  

e. menggunakan dana yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah;  

f. mengubah status kayu hasil 
pembalakan liar dan/ atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah, seolah-olah menjadi kayu 
yang sah, atau hasil penggunaan 
kawasan hutan yang sah untuk dijual 
kepada pihak ketiga, baik di dalam 
maupun di luar negeri;  

g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan 
liar dengan mengubah bentuk, 
ukuran, termasuk pemanfaatan 
limbahnya;  

h. menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
dan/atau menukarkan uang atau surat 
berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut 
diduga merupakan hasil pembalakan 
liar dan/atau hasil penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah; 
dan/atau  

i. menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar dan/atau hasil 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sehingga seolaholah menjadi 
harta kekayaan yang sah. 

13. Korporasi yang mencegah, merintangi, 
dan/atau menggagalkan secara langsung 
maupun tidak langsung upaya 
pemberantasan pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20. Pasal 20: Setiap orang dilarang 
mencegah, merintangi, dan/atau 
menggagalkan secara langsung maupun 
tidak langsung upaya pemberantasan 
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pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah.  

14. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah yang 
berasal dari hutan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
Pasal 21: Setiap orang dilarang 
memanfaatkan kayu hasil pembalakan 
liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah yang berasal dari hutan 
konservasi.  

15. Korporasi yang menghalang-halangi 
dan/atau menggagalkan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan tindak 
pidana pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. 
Pasal 22: Setiap orang dilarang 
menghalang-halangi dan/atau 
menggagalkan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan tindak pidana pembalakan 
liar dan penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah. 

16. Korporasi yang melakukan intimidasi 
dan/atau ancaman terhadap 
keselamatan petugas yang melakukan 
pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 
Pasal 23 Setiap orang dilarang melakukan 
intimidasi dan/atau ancaman terhadap 
keselamatan petugas yang melakukan 
pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah. 

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk 
organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi 
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam 
dunia bisnis yang mencari keuntungan, 
melainkan juga sebagai bentuk orgnisasi publik 
dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak 
hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi 
telah tumbuh menjadi konsep yang canggih 
dalam kerjasama dan pengumpulan modal. 
Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat 
primitif yang hanya dilakukan secara individual 
atau paling jauh antar kelompok keluarga, 
korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan 

pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas 
negara.9 
  
B.  Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap 

Korporasi Akibat Melakukan Pembalakan 
Liar  
Tata cara pemberlakuan sanksi pidana 

terhadap korporasi akibat melakukan 
pembalakan liar menurut Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam 
Pasal 109 ayat:  
(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, 

pemanenan, pemungutan, penguasaan, 
pengangkutan, dan peredaran kayu hasil 
tebangan liar dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau 
penjatuhan pidana dilakukan terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya.  

(2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, 
pemungutan, penguasaan, pengangkutan, 
dan peredaran kayu hasil tebangan liar 
dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang 
perorangan, baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik 
secara sendiri maupun bersama-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan 
terhadap korporasi, korporasi tersebut 
diwakili oleh pengurus.  

(4) Hakim dapat memerintahkan pengurus 
korporasi agar menghadap sendiri di sidang 
pengadilan dan dapat pula memerintahkan 
agar pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan.  

(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi hanya pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 
sampai dengan  Pasal 103.  

(6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan 
Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa penutupan seluruh atau 
sebagian perusahaan. 

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
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terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.10 

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
korporasi yang melakukan pembalakan liar 
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 82 sampai 
dengan Pasal 109 sebagai berikut: 
1.  Pasal 83 ayat (4) huruf  (c) Korporasi yang: 

memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf h dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 

2.  Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang:  
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 

melalui darat, perairan, atau udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf i; dan/atau  

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari 
atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui sungai, darat, 
laut, atau udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

3.  Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang: (a) 
menerima, membeli, menjual, menerima 
tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan 

                                                           
10

 Ibid. 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

4. Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang:  
a. menyuruh, mengorganisasi, atau 

menggerakkan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf a;  

b. melakukan permufakatan jahat untuk 
melakukan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 huruf c;  

c. mendanai pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah, secara langsung atau tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf d; dan/atau  

d. mengubah status kayu hasil pembalakan 
liar dan atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah, seolah-olah 
menjadi kayu yang sah atau hasil 
penggunaan kawasan hutan yang sah 
untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di 
dalam maupun di luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf f dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama seumur hidup serta pidana 
denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
rupiah). 

5.  Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang:  
a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan 

liar dengan mengubah bentuk, ukuran, 
termasuk pemanfaatan limbahnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf g;  

b. menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
dan/atau menukarkan uang atau surat 
berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut 
diduga merupakan hasil pembalakan liar 
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dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; 
dan/atau  

c. menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sehingga seolah-
olah menjadi harta kekayaan yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf i dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama seumur hidup serta pidana 
denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
rupiah). 

6.  Pasal 98 ayat (3) Korporasi yang turut serta 
melakukan atau membantu terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 

7. Pasal 99 ayat (3) Korporasi yang 
menggunakan dana yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf e dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 
lama seumur hidup serta pidana denda 
paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 
rupiah). 

8. Pasal 100 ayat (2): Korporasi yang 
mencegah, merintangi, dan/atau 
menggagalkan secara langsung maupun 
tidak langsung upaya pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 

pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 

9.  Pasal 101 ayat (3) Korporasi yang 
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 

10. Pasal 102 ayat (2) Korporasi yang 
menghalang-halangi dan/atau 
menggagalkan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan tindak pidana pembalakan liar 
dan penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 

11. Pasal 103 ayat (2) Korporasi yang 
melakukan intimidasi dan/atau ancaman 
terhadap keselamatan petugas yang 
melakukan pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 
Diharapkan pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan dapat 
mencegah terjadinya tindak pidana 
pembalakan yang dilakukan oleh korporasi 
dan/atau pengurusnya. Adanya Pembentukan 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan akan sangat mendukung upaya 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
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hutan melalui peningkatan kemampuan dan 
koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-
pihak terkait lainnya seperti kementerian yang 
wewenang dan tugasnya terkait dengan 
kehutanan serta tenaga ahli dari unsur 
akademisi dan masyarakat untuk membantu 
upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. 

 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Terjadinya tindak pidana pembalakan liar 
oleh korporasi dan/atau pengurusnya 
meliputi semua kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu secara tidak sah dan 
dilakukan secara terorganisasi dapat 
digolongkan sebagai tindak pidana 
perusakan hutan. Kejahatan seperti 
pembalakan liar yang apabila dilakukan 
oleh korporasi dan/atau pengurusnya 
dapat menimbulkan kerugian negara dan 
kerusakan tatanan kehidupan sosial 
budaya dan lingkungan hidup.  

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya yang 
telah terbukti melakukan tindak pidana 
pembalakan liar, baik pidana penjara 
maupun pidana denda sebagaimana 
daitur dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan perlu 
dilakukan secara tegas, karena 
penghukuman tersebut merupakan 
bagian dari penegakan hukum pidana 
yang bertujuan memberikan efek jera 
bagi korporasi dan/atau pengurusnya. 

 
B.  Saran 

1. Untuk mencegah tindak pidana 
pembalakan liar yang dapat 
mengakibatkan perusakan hutan oleh 
korporasi tentunya diperlukan 
peningkatan kemampuan dan koordinasi 
aparat penegak hukum dan pihak-pihak 
terkait lainnya melalui Lembaga 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan serta diperlukan 
dukungan sepenuhnya peran masyarakat 
dalam menjaga kelestarian hutan 
khusunya turut membantu aparatur 
hukum dalam mencegah dan 
memberantas pembalakan liar dan 
perusakan hutan 

2. Pemberlakuan sanksi pidana penjara 
terhadap pengurus korporasi tidak 
melepaskan sanksi pidana denda dan 
pidana tambahan terhadap korporasi 
berupa penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan yang perlu diberlakukan 
apabila korporasi dan/atau pengurusnya 
telah terbukti dalam pemeriksaan di 
persidangan melakukan pembalakan liar 
yang mengakibatkan terjadinya 
kerusakan hutan. 
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